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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
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(KLHS) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa ui:tuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
dan ayat (2) Uandang-tndang Nowmor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, serta Pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tanur 2016, Pemerintah Provinsi
wajib membuat Kajian Lingkiungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk nmiemastikan bahwa prinsin pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas
dalam pembanguna~ suatu wilayvah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau prograin:

bahwa sehubungan dengan huraf a tersebiat diatas,
untuk membuat dan meleksanakan Kajiai. Liagkurigan
Hidup Strategis (KLHS) pervlu dibentuk Tim Validasi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHSj Provinsi
Lampung dan menectapkannya dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

Undang-Undang Noraor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor § Tahun
2015;

Peraturan Pemersintali Nomer 26 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah
diubah dernigan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS);

Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
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8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepaia Badan
Pertanal an Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pedomai, Pemberian Persctujuan Subtansi Dalam
Rangka Penetapan Peraturas Daerah Tentang Rencana
Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cars Pereacanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tats. carz Evaluasi
RRPJPD dan RPJMT), gerta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

10. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 07 Tahun 2018
Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup  Strategis  DBaiam  Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Daerah;

11. Peraturan Daerahh Prcvinsi Lampung Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17
Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMSENTUKAN TIM
VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

PROVINSI LAMPUNG.

Membentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Provinsi Lampung dengan susunan perscnalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Provinsi Lampung sebagaimana dimnaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penelitian ulang hasil pemertiksaan dan
pentiaian Tim Teknis dan Tim Ahli terhhadap Dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Organisasi
Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota sesuai dengan
pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS);

b. memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan
secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;

¢. memberikan persetujuan terhadap kesesuaian hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan peniaminan
kualitas; dan

d. melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.

Dalam melaksanakan tugosnya Tim Validast Keajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLLHS) Previnsi Lampung

sebagaimana d'maksud pada Diktun Kesatu dibantu oleh Tim

Teknis dan Tirp Ahli yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan dan  penilauan  terhadap

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi

Lampung, dan Kabupaten/Kota;
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b. memastikan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yang disusun telah dilaksanakan dengan
mekanisme:

- Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau
program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu
wilayah,;
- Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,
rencana, dan/atau program; dan
- Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
kebijakan, rencana, dan/atau program  yang
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
c. memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Tim
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Provinsi Lampung atas hasil pemeriksaan dan penilaian
terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Provinsi Lampung;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Provinsi Lampung.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung atau Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota yang mengajukan validasi
dokumen KLHS.

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua
Tim Validasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal \S - A- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta; .

3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI di Jakarta,

4, Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN  KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 9% /V.10/HK/2019
TANGGAL : \$ - 4- 2019

SUSUNAN PERSONALIA
TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN H1DUP STRATEGIS (KLHS)
PROVINSI LAMPUNG

A.Tim Validasi KLHS

[.  Pengarah : Gubernur Lampung.

II.  Koordinator :  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

IV. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

V. Sekretaris . Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Lampung.

VI. Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembar:gan Daerah
Provinsi Lampung.

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung.

3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lan pung.

5 Kepala Dinas Pekerjaan Uinum dan Penataan Ruang
Provinsi Lampui:g,.

6. Kepala Dinas Perumahan  dan Kawasan
Permukiman Provinsi Lampung.

7. Kepala Dinas Cipta Karva dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Lampung,.

8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provirnisi Lampurng.

9. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
10. Kepaia Dinas Ffnergi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung.

B. Tim Teknis :

I. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkur:igan Dinas Lirigkungan Hidup
Provinsi Lampung.
II. Sekretaris . Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
[I. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung.

2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.



Tim Ahli

-5-

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.

1. Dr. Erdi Suroso,S,TP.,MTA (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup Universitas Lampung).

2. Dr. Ir. Sumaryo.,M.Si (Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup Universitas Lampung).

3. Ir. Edison MS
Provinsi Lampungj).

(Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO\PICARDO



